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PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF YUSUF 
QARDHAWI DAN SAHAL MAHFUDH 
Abstrak 
Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan 
perekonomian umat. Pengelolaan zakat terus berkembang hingga masa 
kontemporer dimana pada masa ini muncul persoalan baru yang belum dikenal 
oleh para ulama masa lampau. Persoalan tersebut memerlukan hukum baru agar 
menjawab pertanyaan yang sering timbul dari masyarakat dan mampu 
menghilangkan keragu-raguan yang ada dalam benak mereka. Seiring dengan 
berkembangnya zaman, pemikiran akan pengelolaan zakat harus senada dengan 
perkembangan yang terjadi. Hal demikian dimaksudkan agar tujuan dari zakat 
dapat tercapai sesuai harapan. Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh adalah sosok 
cendekiawan muslim dan ulama kontemporer yang memiliki pemikiran tentang 
pengelolaan zakat produktif sebagai solusi dari persoalan zakat pada era 
kontemporer ini. Dengan adanya dua model pemikiran dari kedua tokoh tersebut 
peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam 
penelitian skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf 
Qardhawi dan Sahal Mahfudh.” Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti 
ialah tentang 1) Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh 
tentang Pengelolaan Zakat Produktif? 2) Apa komparasi pemikiran Yusuf 
Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Pengelolaan Zakat Produktif?Dengan 
demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan data mengenai 
Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Pengelolaan Zakat 
Produktif. Dan Komparasi pemikiran kedua tokoh tersebut tentang Pengelolaan 
Zakat Produktif.Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) 
dengan pendekatan kualitatif, deskriptif-komparatif.Metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan teknik content analysis.Berdasarkan analisis data, hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif menurut Yusuf 
Qardhawi dan Sahal Mahfudh harus dengan konsep manajemen yang accountable 
dan profesional mulai dari petugas zakat, harta yang wajib dizakati, muzaki, 
mustahik dan pendistribusiannya. Semua itu harus dikelola dengan penuh 
sungguh-sungguh agar pengelolaan zakat yang bersifat produktif tersebut berhasil. 
Dalam pengelolaan zakat produktif, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh sama-
sama memberikan kesempatan kepada mustahik yang belum memiliki keahlian 
untuk diberi bekal keterampilan sehingga mereka dapat diberikan dana zakat 
produktif sesuai kemampuannya. Adapun perbedaan antara keduanya terletak 
pada latar belakang pemikiran kedua tokoh tentang pengelolaan zakat produktif. 
Kata kunci : Zakat Produktif, Yusuf Qardhawi, Sahal Mahfudh 
Abstract 
Zakat is an Islamic teaching that refers to the empowerment and people’s 
economy. The management of zakat continues to develop until the contemporary 
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periods where at this time new problems arise that have not been known by the 
past scholars. These issues require new laws to answer questions that often arise 
from the community and are able to eliminate the doubts that exist in their minds. 
As the time progressed, zakat management thought should be in line with the 
development that occurred so the purpose of zakat can be accepted as expected. 
Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh are Muslim figure and contemporary scholar 
who have thought about the management of productive zakat as the solution of the 
issue of zakat in this contemporary era. With the two models of thought from both 
figures, the researchers interested to eximine and analyze in depth this reseach, 
entitled“Productive Management Zakat Perspective Yusuf Qardhawi and Sahal 
Mahfudh”. In this research, the problems studied are about; 1) How are the Yusuf 
Qardhawi and Sahal Mahfudh thoughts about management of productive zakat? 
2) How is the comparative thoughts of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh about
management of productive zakat?. Therefore, the purpose of this study is to reveal 
data about the thought of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh on the 
management of productive zakat and Comparation thoughts of the two figures 
about the management of productive zakat. The type of this reseach is library 
reseach using qualitative approach and descriptive-comparative. This reseach 
used data collection method that is documentation and method of analyzing data 
that is content analysis techniques.  Based on the data analysis, the result of this 
research shows that the management of productive zakat according to Yusuf 
Qardhawi and Sahal Mahfudh must use accountable and professional 
management concept ranging from zakat officers, compulsory property that must 
pay zakat, muzaki, mustahik, and distribution. All of that must be managed in 
earnest so the management of productive zakat can be successful. In the 
management of productive zakat, Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh both 
provide opportunities to mustahik who do not have skills to be taught some skills 
so they can be given productive zakat funds according to their ability. The 
differences between the two minds of the two figures lies at the background of the 
thinking of the two figures about the management of productive zakat 
Keywords : Zakat Productive, Yusuf Qardhawi, Sahal Mahfudh 
1. PENDAHULUAN
Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan 
perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya 
harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta 
zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. 
Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke 
dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan-keistimewaan di berbagai bidang 
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dan dapat diletakkan dalam berbagai hal, selaian sebagai poros dan pusat 
keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi.1 
Menunaikan zakat adalah bentuk syukur atas karunia yang diberikan Allah 
berupa amanah yang harus dipergunakan sesuai aturan-Nya. Rasulullah dalam 
pengelolaan zakat mengutus sahabat untuk menjadi Amil seperti menugaskan 
Mu’adz, Ali bin Abi Thalib ke Yaman dan pernah juga mengangkat Umar bin 
Khatab kemudian hal tersebut diteruskan para Khalifah Al-Rasidun. Pada masa 
kekhalifahan Ustman bin Affan pengelolaan zakat tidak sepenuhnya dilaksanakan 
oleh khalifah karena semakin banyak rakyat dan meluasnya kekuasaan Islam. 
Ustman membuat kebijakan pengelolaan zakat yang tidak terjangkau administrasi 
pemerintahannya diserahkan pada umat. Pengelolaan zakat terus berkembang 
hingga masa kontemporer dimana pada masa ini muncul persoalan baru yang 
belum dikenal oleh para ulama masa lampau. Persoalan tersebut memerlukan 
hukum baru agar menjawab pertanyaan yang sering timbul dari masyarakat dan 
mampu menghilangkan keragu-raguan yang ada dalam benak mereka.2 
Pada dasarnya permasalahan zakat saat ini sangatlah kompleks dan kurang 
mendapat perhatian dari umat Islam. Di sisi lain, pada era kontemporer ini Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. 
Sehingga dengan berkembangnya zaman tersebut pemikiran akanpengelolaan 
zakat harus senada dengan perkembangan yang terjadi. Hal demikian 
dimaksudkan agar tujuan dari zakat dapat tercapai sesuai harapan. 
Secara yuridis, pengelolaan zakat produktif di Indonesia sudah memiliki 
landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 
tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 27 
disebutkan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
1Muhammad Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 
Umat (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 28-29. 
2Dadang Syarif Al Huda dalam https://alqorut.wordpress.com/2012/10/07/perkembang 
an-pemikiran-dalam-zakat/ diakses pada tanggal 08 Juli 2018 Jam 10.45   
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penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.3 Dengan adanya undang-
undang tentang pengelolaan zakat tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di 
Indonesia mampu menyentuh pada persoalan-persoalan pokok yang dialami oleh 
para mustahik. Namun dalam kenyataannya pengelolaan zakat belum berjalan 
sesuai dengan harapan dan masih memerlukan bimbingan baik dari segi syari’ah 
maupun perkembangan zaman.4 
Sementara itu, ada pemikiran yang menyatakan tentang perlunya 
mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh. Karena zakat dapat 
berperan memecahkan masalah sosial, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan 
bangsa, menyediakan sarana pendidikan dan lain-lain. Pendapat tersebut 
mengisyaratkan akan perlunya pemikiran yang komprehensif terhadap nilai-nilai 
Islam yang dikembangkan dalam suatu konsep operasional.5 Salah satu hasil 
pemikiran tersebut adalah pengelolaan zakat produktif yang pada dasarnya 
mampu menjawab persoalan-persoalan tentang zakat yang muncul pada era ini. 
Secara teoritis, pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh beberapa 
ulama kontemporer baik ulama nasional maupun internasional. Seperti Yusuf 
Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga ulama kontemporer 
yang bersifat moderatdengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya 
berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Beliau memahami bahwa zakat produktif 
sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya 
fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.6 
Kemudian Sahal Mahfudz sebagai seorang kiai serta ulama terkemuka di 
Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, zakat harus dikelola secara 
produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara 
professional. Manajemen profesional sangat ditekankan dalam mengelola zakat 
3Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
4Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta : LKIS, 1994),hal. 145. 
5Tahrir Fatoni, dkk. Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin (Lampung : IAIN 
Raden Intan, 1990), hal. iv. 
6Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hal. 510. 
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produktif, beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan 
dan kesenjangan sosial.7 
Dengan adanya dua model pemikiran dari Yusuf Qardhawi dan Sahal 
Mahfudh yang telah peneliti paparkan di atas tentang zakat produktif, telah 
menimbulkan keingingan dalam diri peneliti untuk mengkaji dan menganalisis 
secara mendalam pemikiran kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk menjadikan objek dalam penelitian skripsi ini dalam judul 
“Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh.” 
Adapun permasalahan yang diteliti ialah tentang 1) Bagaimana pemikiran Yusuf 
Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Pengelolaan Zakat Produktif? 2) 
Bagaimana komparasi pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang 
Pengelolaan Zakat Produktif? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengungkapkan data mengenai Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal 
Mahfudh tentang Pengelolaan Zakat Produktif. Dan Komparasi pemikiran kedua 
tokoh tersebut tentang Pengelolaan Zakat Produktif. 
2. METODE
Ditinjau dari segi penelitiannya, penelitian ini sepenuhnya adalah riset 
perpustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengupayakan pencarian 
dan penghimpunan bahan dari sumber buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil 
pengabdian, catatan manuskrip dan sebagainya.8 Dalam hal ini, objek yang 
dimaksud adalah pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang 
pengelolaan zakat produktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data dokumentasi. Menurut Kaelan yang mengutip pernyataan 
Sugiyono bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu dapat 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari karya seseorang lainnya.9 
Selain itu, dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat 
7Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, (Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 
2007), hal. 166. 
8Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif  :Panduan Penelitian Beserta Contoh 
Proposal Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 37. 
9Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, 
Seni, Agama, dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hal. 126.  
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suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam hal ini peneliti menggunakan karya dari 
Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh sebagai sumber data primer. Peneliti juga 
menggunakan karya dari beberapa tokoh sebagai sumber data sekunder. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil 
3.1.1 Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif 
1) Pengertian zakat produktif
Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang 
dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir 
miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya 
dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan 
skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi 
pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam 
mengembangkan ekonominya.10 
Menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif adalah zakat yang 
dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat 
penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara 
konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang 
diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu 
memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang 
bersifat konsumtif. 11 
2) Tujuan zakat produktif
Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif berupaya untuk 
menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin 
menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, 
10Yusuf Qardhawi, Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi 
Kerakyatan (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hal. 8-11 
11Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh, hal. 126-127 
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serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu 
memperbaiki kehidupan mereka.12 
Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif 
menurut Sahal Mahfudh ialah untuk meningkatkan kesejahteraan 
penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang 
diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima 
zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan 
zakat (muzakki).13 
3.1.2 Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal 
Mahfudh 
Secara umum, pengelolaan zakat produktif dalam penerapannya tidak 
terlepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam mengelola harta zakat. 
Dalam hal ini, pengelolaan zakat tersebut dapat dilihat penjelasannya sebagai 
berikut : 
1) Petugas zakat
Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati 
lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam 
hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur, 
memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki 
serta merdeka.14 
Menurut Sahal Mahfudh dalam pengelolaan zakat secara 
professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-
masalah yang berhubungan dengan zakat seperti soal muzakki, nisab, 
haul dan mustahiq zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.15 
2) Harta yang wajib dizakati
Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati 
adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, 
12Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, hal. 89-90 
13Mumu Mubarak, Mumu Mubarak, Aplikasi Zakat Produktif Pada Lembaga Keuangan 
Syariah, makalah diskusi di Pusat Studi Fatwa Perbankan Syariah STAIMAFA Pati. 2015.   
14Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat,  hal. 551-555. 
15 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh,  hal. 151. 
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madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasi laut, investasi 
pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan 
obligasi.Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi 
harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, 
cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan 
berlalu setahun (haul).16 
Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa barang-barang yang 
wajib di zakati adalah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang 
ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikaz dan hasil laut. Benda yang 
wajib dizakati harus merupakan hak milik. Adapun dalam masalah 
nishab dan haul seperti emas dan barang dagangan apabila nishabnya 
mencapai 20 dinar, maka yang wajib dizakati adala 2,5 persennya. 
Harta tersebut wajib dizakati apabila kepemilikannya mencapai 1 tahun 
(haul).17 
3) Pembayar zakat (muzaki)
Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang 
yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil 
perkebunan dan buah-buahan.18 
Sahal Mahfudh mengemukakan sesungguhnya fiqh telah 
menetapkan kewajiban atas hartawan muslim untuk menyantuni fakir 
miskin. Maka wajib bagi para hartawan untuk memberi nafkah pada 
fakir miskin. Dalam hal ini, pendataan terhadap muzakki harus 
dilakukan dengan teliti dan seksama atas harta yang dimilikinya.19 
4) Penerima zakat (mustahik)
Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan 
untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di 
16Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, hal. 125-490 
17Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh, hal. 146-148.  
18Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat, hal. 97. 
19Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh, hal. 152.   
9 
peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qaradhawi 
dikelompokkan menjadi dua bagian:20 
1) Kelompok yang berhak merima zakat karena kebutuhan. Maka ia
menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan
jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan
Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil.
2) Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh
darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan
mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam),
Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan
Sabilillah.
Dalam masalah siapa saja yang berhak menerima zakat 
(mustahik), Sahal Mahfudh pun sependapat dengan Yusuf Qardhawi 
bahwa berdasarkan surah at- taubah ayat 60 mustahiq adalah fakir, 
miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Para 
mustahiq tersebut disebut dengan asnaf al-tsamaniyah (delapan 
kelompok). Menurtunya, segala hal yang berkaitan dengan maslahat 
umum termasuk dalam kategori sabilillah. Selain itu, amil yang berhak 
mengambil bagian zakat adalah amil yang diangkat oleh pemerintah.21 
5) Pendistribusian zakat produktif
Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan 
melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat 
yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, 
dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya. Hal yang 
demikian disebut dengan “centralistic”.  
Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang 
merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik dengan 
adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah  tetapkan 
sebagai penerima zakat. Maksud dari adil di sini adalah dengan 
20Yusuf Qardhawi, Teologi Kemiskinan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal.167. 
21Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh, hal.148. 
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menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga maslahah 
bagi dunia Islam. Selain itu, distribusi zakat juga harus dengan 
membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.22 
3.2 Pembahasan 
Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat bukan sekedar memberikan 
beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang 
mustahik dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana 
seorang mustahik mampu menghidupi dirinya sendiri dengan 
kemampuan yang dimilikinya. 
Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan 
tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang 
keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli 
pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat-alat pertanian secara 
permanen.Sedangkan seorang mustahik yang belum menguasai suatu 
keahlian atau keterampilan ia diberikan zakat yang mampu menopang 
hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan 
daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya di ukur 
dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya 
mampu memberikan pemasukan setiap bulan seperti diberikan rumah 
yang bisa dikontrakan. Sementara seseorang yang mempunyai banyak 
keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan 
dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar 
terendah yang dibutuhkannya.23 
Sahal Mahfudh mengemukakan agar pelaksanaan pengumpulan 
zakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka terlebih dahulu harus 
dilakukan upaya pendataan terhadap muzaki, barang yang wajib 
dizakati dan mustahikzakat. Penataan zakat menyangkut aspek 
manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat menjadi kekuatan 
22Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat,  hal. 139-141. 
23Ibid, hal. 8-12. 
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yang bermakna. Penataan tersebut menyangkut aspek-aspek pendataan, 
penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya.24 
Selain itu, beberapa tahapan yang dilakukan Kiai Sahal dalam 
pengelolaan zakat produktif adalah:25 
1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat
untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini
melibatkan pakar di bidang penelitian.
2) Setelah mengetahui data mana yang termasuk kaya (muzakki) dan
yang miskin (mustahik), dibentuklah  panitia yang terdiri dari para
aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan
ekonomi.
3) Panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang
yang mampu yang termasuk kategori muzakki.
4) Panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan model basic need
approach. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat
kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan
mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-
faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-
kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan ketrampilan
dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri
mereka sendiri.
Penerapan zakat produktif dibagi dengan model basic need 
approach  (pendekatan kebutuhan dasar). Sahal Mahfudh mengatur 
supaya pembagian zakat masih tetap dalam koridor fiqh. Penerima zakat 
diserahi zakat berupa uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan 
untuk keperluan pengumpulan modal yang dikelola oleh koperasi. 
Dengan cara demikian, mereka diharapkan mampu menciptakan 
24Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh, hal.145-146. 
25Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2007), hal. 166. 
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Setelah melalui penjelasan dari bab-bab terdahulu dapat disimpulkan 
beberapa hal tentang pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudz dalam 
bidang pengelolaan zakat produktif, antara lain : 
1) Menurut Yusuf Qardhawi Zakat produktif adalah zakat yang dikelola
sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin
dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan
melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya,
yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan
usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan
ekonominya. Menurutnya tujuan dari zakat produktif adalah untuk
menanggulangi kemiskinan, agar menjadi berkecukupan selama-
lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta agar mampu
memperbaiki kehidupan mereka. Menurut Sahal Mahfudh, Zakat
produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana
pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu
menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah
diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka
usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan
untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Menurutnya tujuan dari zakat
produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan
mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya
mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat berubah menjadi
orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2) Persamaan, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh berpendapat bahwa
dalam hal pengelolaan zakat produktif keduanya sama-sama sepakat
agar zakat dikelola dengan manajemen zakat yang professional dengan
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petugas zakat yang amanah, jujur, kredibel dan penuh dedikasi. Lebih 
lanjut dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa manajemen zakat 
produktif harus memiliki lima unsur yaitu : 1) Perluasan koridor zakat; 
2) Pengelolaan zakat dari harta tetap dan tidak tetap; 3) Administrasi
yang accountable; 4) Pendistribusian yang accountable; 5) Produktifitas 
pekerjaan melalui manajemen Islam. 
3) Perbedaan, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh memiliki perbedaan
pada latar belakang pemikirannya tentang pengelolaan zakat produktif.
Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai pengelolaan zakat produktif
dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu permasalahan ekonomi
masyarakat dan manajemen zakat. Sedangkan Pemikiran Sahal
Mahfudh tentang pengelolaan zakat produktif berangkat dari
pengamatan beliau tentang fenomena keadaan sosial dan dakwah bil hal
atau dakwah pembangunan yang mempunyai parameter perubahan
sikap perilaku, mental, kondisi riil ekonomi, pendidikan dan
budayanya.
4.2 Saran 
Dari kesimpulan di atas dapat di ambil beberapa saran yang perlu 
dipertimbangkan guna tercapainya tujuan dari zakat khususnya zakat 
produktif, antaranya : 
1) Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, bahwa
zakat bukan hanya perkara ibadah semata lebih dari itu zakat adalah
jembatan sosial yang mampu memberikan sarana antara si kaya dan si
miskin.
2) Dalam penerapannya sistem zakat perlu dibenahi dan memperbaiki
sistem yang ada baik structural maupun personal demi kemaslahatan
yang lebih bermutu.
3) Demi tercapainya sinergi yang baik dari semua pihak yang
bersangkutan dalam masalah zakat, perlu adanya kerjasama yang massif
dan baik.
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4) Perlunya ketegasan pemerintah terhadap orang yang tidak membayar
zakat baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut dapat
ditempuh dengan membuat kebijakan yang bersifat legal formal
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